BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja profesi yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa :

1.

Penerapan PM 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengenai aspek sarana dan prasarana
pada PT. Anindya Mitra Internasional adalah 82.69% sudah
diterapkan dan 17.31% belum diterapkan.

Fungsi angkutan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk melayani
pengguna jasa angkutan Trans Jogja memiliki sistem pengawasan
yang baik, hal ini dapat dilihat dari penggunaan Closed Circuit
Television (CCTV) dan GPS (Global Positioning System) pada
kendaraan bus Trans Jogja yang berperan sebagai penunjang
keselamatan dan mengetahui perilaku pengemudi dari laporan
pelanggaran overspeed, insiden dan pelanggaran prosedur lainnya.
Pengemudi akan langsung di berikan teguran dari pihak Dinas
Perhubungan Provinsi DIY melalui PT. Anindya Mitra Internasional.
Dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena kurangnya

SDM pada pengawasan CCTV.

Fungsi Health, Safety and Environment (HSE) dalam menanggulangi
atau mengurangi kecelakaan pekerjaan dibagian maintenance masih
kurang. Berbeda jauh dengan dibagian bus, di dalam bus trans

jogja HSE sudah berjalan dengan cukup baik.
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IV.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan kurang lebih satu

bulan di PT. Anindya Mitra Internasional, penulis mempunyai beberapa

saran bagi pihak yang terkait dengan Praktik Kerja Profesi ini, yaitu:

1.

Melengkapi kekurangan pada aspek sarana dan prasarana berdasarkan
PM 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Seperti dongkrak, ban cadangan, segitiga pengaman,
dan pembuka roda yang tidak ada didalam bus. Meski memiliki sistem
sendiri tetapi tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Penambahan SDM perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan
harian kendaraan dan meminimalisir kerusakan kendaraan di jalan.
Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk
memaksimalkan pekerjaan dalam pengawasan pada bagian
operasional kendaraan untuk mengawasi CCTV.

Perlunya penambahan sarana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
untuk melengkapi kekurangan yang ada pada bagian maintenance
dalam mencapai program kerja yaitu menciptakan zero accident dalam

bekerja.
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